BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam perspektif fikih, persoalan seksualitas tidak bisa dipisahkan dari

konteks perkawinan. Aktivitas seksual manusia merupakan pembahasan yang
sangat privat, namun demi memberikan kepastian hukum, topik ini dibahas
dengan sangat terbuka dalam Islam. Adapun agar proses penyaluran hasrat
seksual dapat terkendali dan sesuai dengan etika agama maupun kemanusiaan,
maka Allah SWT telah menetapkan aturan melalui perkawinan yang sah sesuai
syara’, artinya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Hal
ini selaras dengan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.! Oleh sebab itu ikatan perkawinan
merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan dipandang sebagai wujud ketaatan
manusia terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai perintah yang
harus ditaati. Dengan kuatnya ikatan tersebut diharapkan perkawinan tidak
mudah goyah dan putus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk

mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di
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luar itu, perkawinan juga bertujuan menghasilkan keturunan guna meneruskan
nasab untuk dibina, dilindungi, dipelihara dan dididik. Hal tersebut sejalan

dengan firman Allah:
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Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Riim: 21).?

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan pasti
bertujuan mendapatkan perasaan nyaman, damai, dan ketentraman terhadap
orang yang dicintainya serta untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang
dengan cara yang halal demi memperoleh keturunan. Maka perkawinan menjadi
proses penghalalan antara dua lawan jenis, dari yang semula diharamkan
menjadi halal seperti memegang, mencium, memeluk dan berhubungan intim.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya sekadar
hubungan seksual antara suami dan istri namun juga sesuatu yang sakral dan
merupakan wujud ketaatan manusia kepada sang pencipta. Adapun berdasarkan
hukum di Indonesia, perkawinan akan dianggap sah apabila memenuhi
persyarat dan rukun yang telah ditetapkan. Apabila sebuah perkawinan tidak

memenuhi salah satu unsur rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka

perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang
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fasid/rusak/tidak sah/batal.> Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan "

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah
satunya dibatalkan oleh hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Kompilasi
Hukum Islam yang mana Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan
pasangan suami istri, jika terbukti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi
rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Adapun Keputusan
pembatalan suatu perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama
memiliki kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak saat putusan dibacakan.

Dikarenakan perkawinan memiliki tujuan memperoleh keturunan, maka
aktivitas seksual menjadi salah satu penentu berlanjut atau tidaknya suatu
perkawinan. Banyak rumah tangga yang rusak yang diakibatkan oleh salah satu
pihak gagal memenuhi tugasnya dalam memberikan nafkah batin, salah satunya
disebabkan oleh kondisi seperti disfungsi seksual.” Disfungsi seksual ialah
kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan
seksual dengan pasangannya. Penyakit seksual ini merupakan suatu kondisi

yang seringkali memberikan beban bagi penderitanya dan pasangannya. Jika
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permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, keutuhan rumah
tangga bisa terancam. Seperti yang terjadi di Bantul, seorang istri merasa
dirugikan karena suaminya menyembunyikan perihal penyakit disfungsi
seksualnya. Sang istri baru mengetahui bahwa suaminya mengidap penyakit
tersebut setelah diadakan perkawinan. Sang suami diduga melakukan
pembohongan sehingga merugikan diri sendiri dan sang istri. Maka dari itu,
sang istri mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berkeinginan untuk menggali
lebih dalam mengenai kasus tersebut, khususnya terkait pertimbangan hakim
dalam memutuskan pembatalan perkawinan. Yakni pertimbangan atas
kemashlahatan apa yang membuat perkawinan tersebut harus dibatalkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah
ini dan akan dituangkan dalam skripsi ini dengan sebuah penelitian yang
berjudul “Analisis Magslahah Terhadap Status Perkawinan Disebabkan
Suami Disfungsi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor

818/Pdt.G/2024/PA.Btl)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan
perkawinan pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bt1?
2. Bagaimana analisis maslahah terhadap pembatalan perkawinan disebabkan
suami disfungsi seksual di Pengadilan Agama Bantul pada putusan nomor

818/Pdt.G/2024/PA.Btl?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
mengabulkan ~ pembatalan = perkawinan pada  putusan  nomor
818/Pdt.G/2024/PA.Btl.

2. Untuk mengetahui bagimana analisi maslahah terhadap pembatalan
perkawinan disebabkan suami disfungsi seksual di Pengadilan Agama
Bantul pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai
pihak, yakni:
1. Secara Teoritis
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan
yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum
Keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pembaca
mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan.
2. Secara Praktis
Harapan penulis, semoga skripsi yang membahas tentang Analisis
Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pembatalan
Perkawinan Dalam Perkara Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl ini, dapat
dijadikan panduan atau rujukan bagi para pembaca berupa data sekunder

dalam bentuk karya ilmiah, yang relevan untuk penelitian di masa depan.



Sehingga diharapkan akan menyelesaikan permasalahan serupa dengan
yang dirumuskan peneliti.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini memerlukan istilah penegasan dari judul yang
diangkat oleh peneliti, agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya
kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual
a. Maslahah
Kata Maslahah berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari masdar
yakni baka — mhay — mla yang memiliki arti baik atau positif.° Maslahah
juga bisa berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.” Adapun
dalam artian umum, maslahah merupakan segala sesuatu yang
memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan
keuntungan dan kesenangan, maupun dalam hal menghindari dan
menolak kemudharatan atau kerusakan. Maka segala sesuatu yang
menghindarkan dan menolak kemudharatan patut disebut maslahah.
Dengan ini maslahah mempunyai dua sisi yakni memberi

manfaat/kemashlahatan dan menolak kemudharatan.?
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b. Pembatalan Perkawinan (Fasakh)
Pembatalan perkawinan atau bisa disebut juga fasakh memiliki arti
rusak, maka fasakh nikah berarti merusak perkawinan atau
membatalkan perkawinan. Fasakh merupakan adanya sebab yang
diizinkan oleh agama untuk membatalkan perkawinan. Alasan atau
sebab yang dimaksud bisa muncul ketika sebuah pernikahan tidak
memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan
oleh syari’ah. Keduanya akan mengakibatkan pembatalan jika salah
satu tidak dipenuhi. Secara harfiah pembatalan perkawinan ialah
tindakan membatalkan hubungan yang dilaksanakan setelah akad
dilakukan atau setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut dapat
terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat yang telah
ditetapkan.’Adapun dari segi hukum positif, pembatalan perkawinan
merupakan tindakan yang diambil melalui persidangan dari pengadilan
yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dinilai cacat hukum. Hal
ini dapat dibuktikan syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi
ataupun disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan
perkawinan tersebut. '
c. Disfungsi Seksual
Disfungsi seksual merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan

kemampuan seksual. Hal tersebut juga merujuk pada kondisi ketika
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individu mengalami suatu perubahan fungsi seksual berupa hasrat,
terangsang, maupun orgasme. Kondisi tersebut dapat menimbulkan
masalah yang banyak dialami oleh pria dan kejadiannya dapat

meningkat dengan seiring bertambahnya usia.!!

2. Secara Operasional

Penelitian tentang Analisis Maslahah Terhadap Status Perkawinan
Disebabkan Suami Disfungsi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Agama
Bantul Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl) adalah menganalisis kemashlahatan
dalam putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan suami mengalami
disfungsi seksual berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan

Nomor perkara 818/Pdt.G/2024/PA.Btl.
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